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Abstrak
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan lembaga layanan publik
bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh negara, tugas utamanya adalah
memberikan layanan yang diarahkan bagi terwujudnya kesehatan masyarakat di
sekitar Puskesmas. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan analisa
pengaruh kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di Puskesma terhadap
kepuasan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis statitika inferensia. Metode analisis statitika inferensia adalah suatu metode
dalam meneliti mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki.  Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Karangpawitan Garut.  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara postitif dan
signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Strategi peningkatan kualitas layanan
publik pada Puskesmas sebaiknya ditekankan pada aspek-aspek: tangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan emphaty.
Kata kunci: kebijakan publik; kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat
1. Pendahuluan
Pelayanan publik baik berupa jasa maupun barang publik ini pada dasarnya merupakan
tanggungjawab instansi pemerintah baik di Pusat, Daerah maupun BUMD. Pelayanan merupakan
usaha pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu pelayanan
tersebut adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk untuk menjaga dan merehabilitas
kesehatan masyarakat.
Kesehatan adalah hak dan investasi, semua warga negara berhak atas kesehatannya karena
dilindungi oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat kedua dimana
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dengan berpedoman pada kalimat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa semua warga negara
tanpa kecuali mempunyai hak yang sama dalam penghidupan dan pekerjaan, penghidupan disini
mengandung arti hak untuk memperoleh kebutuhan materiil seperti sandang, pangan dan papan
yang layak dan juga kebutuhan immateri seperti kesehatan, kerohanian, dan lain-lain.
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah mengadakan pelayanan
kesehatan yang tempatnya terjangkau oleh masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) yang berada di setiap Kecamatan. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang
berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan
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kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang
bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Keberperanan Puskesmas merupakan unit pelayan publik yang penting. Disadari bahwa
pelayanan publik perlu dilakukan secara berkualitas yang patut diduga akan menciptakan
kepuasan masyarakat pengguna jasa kesehatan. Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan tema utama analisis pengaruh kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan
kepuasan masyarakat di Puskesmas Karangpawitan, Kabupaten Garut.
2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statitika inferensia. Metode
analisis statitika inferensia adalah suatu metode dalam meneliti mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilaksanakan Puskesmas
Karangpawitan Garut yang berada di Jln. Raya Karangpawitan Garut. Responden penelitian
adalah pasien yang berobat di Puskesmas Karangpawitan dengan jumlah responden sebanyak 100
orang. Operasionalisasi variabel menggunakan konsep kualitas pelayanan yang dikembangkan
oleh Parasuraman et. al. (1993) dan Zeithm, et al (1996), yang terdiri dari:
1. Tangible (bukti fisik)
Mengevaluasi fasilitas fisik yang dimiliki, misalnya: kantor, fasilitas teknologi, penampilan
karyawannya, dan sebagainya, yang menekankan pada bukti secara fisik yang dapat dilihat
keberadaannya.
2. Reliability (keandalan)
Menganalisa kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan
yang dijanjikan kepada masyarakat.
3. Responsiveness (daya tanggap)
Mengkaji daya tanggap pelayanan (kecepatan dan ketepatan) yang dimiliki oleh karyawan
dan pimpinan Puskesmas.
4. Assurance (jaminan dan kepastian)
Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan Puskemas dalam menumbuhkan rasa
kepercayaan dari masyarakat pada Puskesmas. Didalamnya terdapat unsur etika karyawan,
kredibilitas karyawan, dan rasa aman dari masyarakat.
5. Emphaty (perhatian)
Merupakan pemberian perhatian dari Puskesmas yang bersifat individual kepada
masyarakat.
Sedangkan variabel kepuasan dievaluasi berdasarkan fungsi dari kesan kinerja dan harapan.
Indikator kepuasan yang dipergunakan adalah perbandingan antara harapan dan kenyataan
dengan dengan pada kelima unsur kualitas pelayanan.
3 Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil
Berdasarkan hasil perhitungan t-test pada pengujian hipotesis penelitian, diperoleh informasi
sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil perhitungan t-test untuk pengujian hipotesis penelitian
Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat
Mean 58.27 54.10
Variance 20.58 17.85
Observations 100 100
Pearson Correlation 0.50
Hypothesized Mean Difference 0
Df 99
t Stat 9.54
t Critical (one-tail) 1.66
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara postitif
dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Selanjutnya dilakukan perhitungan regresi linier
sederhana yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kualitas pelayanan
publik (x) dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (y) sebagai variabel terikat. Persamaan
regresinya diperoleh sebagai berikut:
Ŷ = 26.72 + 0,470X …(1)
Dimana: Ŷ = kepuasan masyarakat
a = konstanta
b = koefisien regresi
X = kualitas pelayanan publik
Perhitungan nilai determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam
menerangkan variabel terikat. nilai determinan diperoleh 25.5%, hal ini menunjukan bahwa
variabel bebas (kualitas pelayanan publik) mampu menjelaskan variabel terikat (kepuasan
masyarakat) sebesar 25.5%, dan sisanya 74.5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti
misalnya: motivasi kerja, iklim organisasi, kepemimpinan, dan lain-lain.
3.2 Pembahasan
Untuk membatasi pembahasan topik penelitian, pembahasan diawali dengan defisisi dari kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat (pelanggan). Kebijakan publik dapat didefinsikan
sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah
yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah
pada tujuan tertentu.  Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu
kebijakan dirumuskan dan ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Parasuraman, et. al. (1993)
dan Zeithaml et. al. (1996) mendefinisikan service quality sebagai seberapa jauh perbedaan antara
kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan publik
merupakan hal yang menjadi bagian penting dalam peyanan negara kepada masyarakat. Kualitas
pelayanan (service quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi
pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan yang
sesungguhnya diharapkan/ diinginkan (expected service). Sedangkan, kepuasan pelanggan
merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau
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melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak
memenuhi harapan (Tjiptono, 2001). Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan.
Indikator kepuasan yang dipergunakan adalah perbandingan antara harapan dan kenyataan
dengan mengacu pada kelima unsur kualitas pelayanan diatas akan menjadi acuan utama dalam
penelitian ini.
Pelayanan Puskesman merupakan bagian dari pelayanan publik/ kepentingan umum. Pelayanan
umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban negara sebagai suatu proses pembangunan.
Pengertian pelayanan menurut Kotler bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Kuncoro & Lukman, 1999). Pengertian
pelayanan menurut Kotler di atas menjelaskan bahwa pelayanan merupakan setiap kegiatan yang
selalu menguntungkan di dalam suatu kumpulan dan merasakan kepuasan bagi penerima
pelayanan meskipun tidak terikat pada produk tersebut. Pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2002).
Pendapat kedua di atas, mengindikasikan bahwa pelayanan di Puskesmas merupakan kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya
tidak terikat pada produk tersebut. Pelayanan juga bisa dikatakan suatu proses pemenuhan
kebutuhan yang langsung diberikan kepada yang memerlukan pelayanan secara langsung.
Pelayanan kesehatan pada Puskesman pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu
pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan
dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan atau
hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan agar hasil akhir memuaskan
semua pihak yang memperoleh pelayanan.
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan kesehatan, bahkan dapat dikatakan bahwa
pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan kesehatan
yang diberikan pemerintah kepada publik haruslah sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang
dibutuhkan publiknya, karena pelayanan kesehatan merupakan penyediaan kepuasan untuk
masyarakat atau publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis,
tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang
dialami oleh masyarakat (Thoha, 2010). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya
kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol
terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.
Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, Puskesmas harus dapat memberikan
layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,
responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan
kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri
(Widodo, 2001).
Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas, birokrasi publik dituntut harus
dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang
suka mengatur dan memerintah berubah menjadi melayani, dari yang suka menggunakan
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pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel
kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik
pragmatis (Widodo, 2001).
Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama aparatur yang bekerja di Puskesma), pelayanan
publik yang lebih baik dan professional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan
kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi
utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi
pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function), dan
fungsi perlindungan (protection function). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana
Puskesmas dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan jasa (pelayanan)
kesehatan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang
membutuhkannya.
Selain itu, Puskesmas dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi
tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan
diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga
masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Menurut Kuncoro & Lukman (1999) pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, namun
menyediakan kepuasan konsumen. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelayanan adalah suatu urutan
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan orang-orang dan menyediakan kepuasan
konsumen. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pelayanan umum melahirkan suatu studi, yaitu
servis bagaimana cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kualitas
pelayanan umum. Aparat sebagai pelayan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan.
Variabel yang dimaksud adalah:
1. Pemerintah yang bertugas melayani.
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah.
3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik.
4. Peralatan atau sasaran pelayanan yang canggih.
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan.
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas-asas
pelayanan masyarakat.
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat.
8. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan dan masyarakat, apakah masing-masing menjelaskan
fungsi.
Kedelapan variabel tersebut di atas mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kualitas pelayanan
masyarakat dewasa ini sehingga tidak dapat diabaikan lagi, bahkan hendaknya disesuaikan
dengan tuntutan globalisasi.
Selanjutnya pembahasan pada artikel ini akan mengupas tinjauan kualitas atas pelayanan
Puskesmas. Kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan
mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan
untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan
kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam persepektif TQM
(Total Quality Management) kualitas dipandang secara lebih luas, yaitu tidak hanya aspek hasil
yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia.
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Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono
(2000) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Definisi konvensional
dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung suatu produk (Kuncoro & Lukman,
1999), seperti:
1. performansi (performance) ;
2. keandalan (reliability) ;
3. mudah dalam penggunaan (ease of use);
4. estetika (esthetics), dan sebagainya.
Oleh karena itu, kualitas pada prinsipnya adalah untuk menjaga agar masyarakat pengguna jasa
Puskesmas yang dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kualitas memiliki hubungan yang sangat
erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan
untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat dengan Puskesmas. Dalam jangka panjang, ikatan
seperti ini memungkinkan Puskesmas untuk memahami dengan saksama harapan masyarakat
serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, Puskesmas dapat meningkatkan kepuasan
masyarakat, yang pada gilirannya kepuasan Puskesmas dapat menciptakan kesetiaan atau
loyalitas pelanggan kepada Puskesmas yang memberikan kualitas memuaskan.
Menurut Gaspersz pada dasarnya sistem kualitas modern dapat dicirikan oleh lima karakteristik
(Kuncoro & Lukman, 1999), yaitu:
1. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan
2. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh
manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus-menerus.
3. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang terhadap
tanggung jawab spesifik untuk kualitas.
4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan
pencegahan kerusakan, tidak berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakan saja.
5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa
kualitas merupakan jalan hidup.
Kepuasan pelanggan (customer satifaction) atau sering disebut juga dengan total customer
satisfaction menurut barkelay dan saylor merupakan fokus dari proses Costomer-Driven Project
Management (CDPM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan pelanggan adalah kualitas.
Definisi singkat tentang kualitas kualitas adalah kepuasan pelanggan (Juran, 1993).
Menurut Kotler bahwa kepuasan pelanggan/ pengguna jasa adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya (Tjiptono, 2001).
Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan
harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan untuk memuaskan tujuan pelanggan,
baik internal maupun ekternal, juga termasuk tiap-tiap item dalam produk kualitas, kualitas
layanan, performance, availibility, durability, aesthetic, reability, maintainability, logistic,
supprtability, costomer service, training, delivery, billing, shipping, repairing, marketing,
warranty, dan life cycle cost. Melalui komunikasi, baik yang terjadi diantara masyarakat maupun
dengan Puskesmas akan menjadikan ukuran harapan bagi masyarakat terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan oleh Puskesmas. Kemampuan komunikasi yang baik dijalin agar pelaksana
kegiatan di Puskesman dapat berunding satu sama lain, dan menemukan kesepahaman/ konsensus
di antara mereka yang saling menguntungkan. Konsensus dapat meningkatkan kinerja dengan
menemukan situasi win-win solution pada setiap permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).
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Pemahaman terhadap harapan-harapan masyarakat oleh Puskesmas merupakan input untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat akan membandingkan
dengan layanan jasa kesehatan lainnya. Kerangka kepuasan pelanggan tersebut terletak pada
kemampuan Puskesmas dalam memahami kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat
sehingga layanan jasa kesehatan oleh Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat. Selain
faktor-faktor tersebut di atas, dimensi waktu juga mempengaruhi tanggapan persepsi masyarakat
terhadap kualitas layanan jasa kesehatan oleh Puskesmas.
Menurut Kotler terdapat empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2001),
yaitu sebagai berikut:
1. Sistem keluhan dan saran, artinya setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan
saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang
diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran
telepon.
2. Survei kepuasan pelanggan, artinya kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan
metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Dengan melalui
survei, organisasi akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari
pengguna jasa sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa organisasi menaruh perhatian
terhadap para pengguna jasanya. Pengukuran kepuasan melalui metode ini dapat dilakukan
dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:
a. Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran dilakukan secara langsung melalui
pertanyaan, seperti sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, dan sangat puas.
b. Derived dissatisfacatin, yaitu pertanyaan yang menyangkut besarnya harapan
pelanggan terhadap atribut.
c. Problem analysis, artinya pengguna jasa yang dijadikan responden untuk
mengungkapkan dua hal pokok, yaitu: (1) masalah-masalah yang mereka hadapi
berkaitan dengan penawaran dari perusahaan, dan (2) saran-saran untuk melakukan
perbaikan.
d. Importance-performance analysis, artinya dalam teknik ini responden dimintai untuk
meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan pentingnya elemen.
3. Ghost shopping, artinya metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan
beberapa orang (ghost sopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan.
Kemudian ghost sopper menyampaikan temuan-temuan mengenai kekuatan dan
kelemahan produk dibandingkan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam
penggunaan jasa yang disediakan.
4. Lost customer analysis, artinya organisasi menghubungi para pengguna jasanya yang telah
berhenti menggunakan jasa atau yang telah beralih ke organisasi lain, dan diharapkan
diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut.
Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada kualitas layanan (Ramdhani, Ramdhani, &
Kurniati, 2011; Setiawardi, Ramdhani, & Ikhwana, 2013). Suatu layanan dapat dikatakan bermutu
bagi seseorang kalau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Aspek mutu suatu layanan
harus dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat hubungannya dengan mutu layanan. Di
samping itu, pengukuran aspek mutu layanan bermanfaat bagi pimpinan Puskesmas, yaitu:
1. untuk mengetahui dengan baik bagaimana jalannya proses bisnis dalam layanan kesehatan
kepada masyarakat;
2. mengetahui di mana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan perbaikan secara
terus-menerus untuk memuaskan masyarakat pengguna jasa;
3. menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke perbaikan.
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Salah satu cara untuk mengukur sikap pengguna jasa Puskesmas ialah dengan menggunakan
kuesioner. Puskesmas harus mendesain kuesioner kepuasan pengguna jasa yang secara akurat
dapat memperkirakan persepsi pelanggan tentang mutu obat atau jasa kesehatan. Penggunaan
kuesioner kepuasan pengguna jasa harus benar-benar dapat mengukur dengan tepat persepsi dan
sikap pengguna jasa.
Dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa pada
layanan kesehatan Puskesmas, ketidakpuasan pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan
faktor eksternal (Tjiptono, 2001). Faktor internal yang relatif dapat dikendalikan Puskesmas,
misalnya karyawan yang kasar, jam karet, kesalahan pencatatan, dan lainnya. Sebaliknya, faktor
eksternal yang di luar kendali Puskesmas, seperti: cuaca, gangguan pada infrastruktur umum,
aktivitas kriminal, dan masalah pribadi pengguna jasa. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hal
terjadi ketidakpuasan, ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan pengguna jasa, yaitu:
1. tidak melakukan apa-apa, pelanggan yang tidak puas tidak melakukan komplain, tetapi
mereka praktis tidak akan menggunakan jasa Puskesmas lagi;
2. ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggan yang tidak puas akan
melakukan komplain atau tidak, yaitu:
a. derajat kepentingan yang dibutuhkan,
b. tingkat ketidakpuasan pelanggan,
c. manfaat yang diperoleh,
d. pengetahuan dan pengalaman,
e. sikap pengguna jasa terhadap keluhan,
f. tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi,
g. peluang keberhasilan dalam melakukan komplain.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh tingkat pelayanan.
Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, ada empat
persyaratan pokok (Moenir, 2002), yaitu:
1. tingkah laku yang sopan,
2. cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang
yang bersangkutan,
3. waktu penyampaian yang tepat, dan
4. keramahtamahan.
Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan kepuasan di antaranya faktor kesadaran
para pejabat atau petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi
landasan kerja pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang
memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum, faktor keterampilan petugas, dan faktor sarana dalam
pelaksanaan tugas pelayanan.
4 Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara postitif dan
signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Selanjutnya, untuk peningkatan kualitas layanan publik
pada Puskesmas sebaiknya ditekankan peningkatan layanan pada aspek-aspek: tangible,
reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.
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